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ABSTRAK

Tingginya dispensasi nikah saat ini membuat masyarakat serta para Hakim
resah. Hal ini dikarenakan alasan yang paling mendominasi adalah karena pihak
perempuan telah hamil. Tidak semua masyarakat setuju jika pernikahan menjadi
solusi dari kasus hamil di luar nikah. Pada kenyataannya, Undang-Undang
Perkawinan secara tegas memberikan dispensasi nikah bagi pihak yang tergolong
anak-anak untuk menikah dini karena alasan tertentu. Di samping itu, Indonesia
memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang hadir untuk melindungi
perempuan dan anak-anak dari diskriminasi serta pernikahan dini. Oleh karena itu,
dirasa penting oleh penulis untuk memahami penafsiran para Hakim tentang
dispensasi nikah karena hamil, tepatnya Hakim se-D.l.Yogyakarta yang
dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemahaman ini
dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dispensasi nikah karena hamil
secara utuh dengan berbagai macam pertimbangan. Penulis juga meneliti ide-ide
dari para Hakim se-D.l.Yogyakarta untuk mencegah tingginya dispensasi nikah
karena hamil di masyarakat, melalui pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh
oleh Hakim dalam persidangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penulis
menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis dalam penelitian ini. Pendekatan
tersebut menggunakan tolak ukur agama yang berupa al-Qur’an dan hadits, serta
aturan yang berupa hukum positif. Teori yang digunakan adalah teori klasifikasi
watak oleh Adonis.

Hasil penelitian ini adalah: pertama, para Hakim sepakat bahwa adanya
aturan dispensasi nikah, hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu.
Hal ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan
Anak, jika kedua belah pihak yang diajukan dispensasi nikah tidak merasa
didiskriminasi dan terampas haknya. Aturan dispensasi nikah dalam Undang-
Undang Perkawinan juga dimaksudkan untuk melindungi anak yang sedang hamil
sekaligus anak yang ada di dalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya
keburukan-keburukan lebih besar yang dapat terjadi di kemudian hari. Kedua, ada
tujuh solusi yang ditawarkan oleh para Hakim se-D.l.Y untuk menekan tingginya
dispensasi nikah karena hamil, yakni: (1) peran dan kontrol orang tua terhadap
kehidupan sehari-hari anak, (2) pemantapan keimanan anak sejak dini, (3) peranan
sekolah, (4) kepedulian lingkungan sekitar, (5) penertiban media sosial dan
tempat-tempat umum, (6) peningkatan kepedulian aparat Pemerintah terhadap
moral para remaja, (7) peningkatan penyuluhan tentang sex bebas, pernikahan dini
dan resiko dari keduanya dengan beraneka ragam cara penyampaian.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:

158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta’ t te
< Sa’ S es (dengan titik diatas)
@ Jim J je

C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
'C Kha’ kh ka dan ha

> Dal d de

3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
) Ra’ r er

) za’ z zet
o Sin S es

g3 Syin sy es dan ye

es (dengan titik di bawah)




i Sad
2 Dad
i Ta’
5 Za
& ‘ain
i gain
) fa’
] qgaf
8 kaf
J lam
a mim
R nun
9 waw
A ha’
. hamzah
$ v

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka

3

el

3

em
‘en
w

ha

apostrof

ye

Il. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

[RRE NV

s

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah

I1l. Ta’marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

Xi




daSa ditulis hikmah
i ditulis jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

L g¥1dal S Ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t

hadl) 3185 Ditulis zakatul fitri

1IV. Vokal Pendek

_a fathah ditulis a
_ kasrah ditulis i
i dammah ditulis u

V. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif Alals ditulis a jahiliyyah
2. | Fathah + ya’ mati (e ditulis a tansa
3. | Kasrah + ya’ mati A S ditulis 7 karim
4. | Dammah + wawu mati U5 d ditulis i furid
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V1. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya mati ditulis ai
?5:‘* ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
JsA ditulis gaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
eﬁ\\ ditulis a’antum
<@ e ditulis w'iddat
ad S ol ditulis la’in syakartum

VIll. Kata sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

Gy Al
o LAl

Ditulis

Ditulis

Al-Qur’an

Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

¢ Lanal)
Cadad)

ditulis

ditulis

as-Sama’

Asy-Syams
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

oag Al s 93 ditulis Zawi al-furiid
) Jal ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir
batin seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga
yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.! Pernikahan yang dimaksud oleh
Undang-Undang Perkawinan adalah Pernikahan yang kekal.’ Sebagaimana al-
Qur’an yang juga menjelaskan mengenai kekelan dalam pernikahan dengan

ungkapan Uade E3w3 Asas kekelan dalam pernikahan menunjukkan

keistimewaan akad pernikahan dibanding akad-akad yang lain. Oleh karenanya,
pernikahan harus dijaga keharmonisannya agar kekal hingga akhir hidup.
Keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak dapat diciptakan dengan
mudah. Oleh karena itu, para pihak yang telah memutuskan untuk menikah,
setidaknya harus siap untuk menghadapi perjalanan hidup yang lebih berat dari
sebelumnya. Kesabaran, kebijaksanaan dan kedewasaan para pihak sangat
mendukung untuk menciptakan bahtera rumah tangga yang tenang dengan rasa
kasih dan sayang. Dari sinilah hukum Islam maupun Perundang-Undangan di
Indonesia mengatur tata cara pernikahan dengan beberapa ketentuan yang cukup

ketat.

! Pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

? Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

3 An-Nisa’ (4): 21: “Uale Blisa aSia (381 5 any ) aSiany ol 385 455080 Cas g,



Salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang-Undang Perkawinan untuk
merealisasikan kekelan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah
bagi seseorang.* Penetapan batas usia pernikahan di atas secara tidak langsung
bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Undang-Undang
Perlindungan anak juga berusaha mencegah pernikahan dini dengan menegaskan
kepada orang tua untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak-anak.’
Pencegahan Pernikahan dini bukan tanpa tujuan, akan tetapi untuk meminimalisir
dampak buruk yang terjadi pada pasangan suami isteri, terutama perempuan dan
juga untuk meminimalisir perceraian.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa pernikahan dini merupakan
upaya untuk meminimalisir perceraian. Tidak sedikit pernikahan dini yang
berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan
masih belum mampu menjalani pernikahan dengan baik. Pihak-pihak yang
melakukan pernikahan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah
tangganya sendiri, serta belum siap untuk menafkahi keluarga. Pernikahan dini
juga justru akan semakin menambah beban dan tanggung jawab orang tua, karena
sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna.® Dari peristiwa di
atas, seharusnya aturan tentang batas usia minimal menikah di dalam Undang-

Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak mendapat apresiasi

* Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1): bahwa
“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

> Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) poin
(c), bahwa: “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak-anak”

® Dadan Muttagien, Cakap Hukum: Bidang Perkawinan Dan Penjanjian (Yogyakarta:
Insania Cita Press, 2006), him. 62.



yang baik dari masayarakat. Apresiasi tersebut salah satunya dapat berupa
pencegahan kehamilan pada usia anak-anak. Hal ini tidak lain untuk kenyamanan
hidup keluarga pada khusunya dan kenyamanan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah sebagai pengatur masyarakat memberikan jalan keluar berupa
dispensasi nikah bagi pihak (anak-anak) yang akan menikah karena alasan-alasan
tertentu seperti hamil di bawah umur. Aturan dispensasi nikah di dalam Undang-
Undang Perkawinan menjadi sebuah solusi dari aturan batas usia nikah.” Pembuat
hukum beralasan, bahwa pada prakteknya akan ada kemungkinan lain yang
bersifat kasuistik dan mendesak, yang menyebabkan calon mempelai tidak
memenuhi syarat usia minimal sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan.
Adanya aturan dispensasi nikah yakni dalam rangka mewujudkan kemashlahatan
dan menghindari kemudharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode
maslahah mursalah dan syad - ari’ah®

Kemungkinan lain yang bersifat kasuistik dan mendesak, yang
menyebabkan pernikahan dini terjadi di daerah manapun, seperti halnya di
D.l.Yogyakarta. Alasan pengajuan dispensasi nikah di wilayah D.l.Yogyakarta
mayoritas karena pihak perempuan telah hamil. Kasus tersebut selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, kedua orang tua para pihak
memaksakan agar segera terjadi pernikahan, meskipun usianya belum mencapai

batas minimal. Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2013 hingga November

" Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 7 ayat (2): bahwa”
Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau
pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

& Wasman & Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan
Figh dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras,2011), him.53.



2013 mencatat 48 perkara yang mengajukan dispensasi nikah. Berbeda dengan
wilayah kota, pada tahun 2013 di Kulonprogo tercatat 57 perkara yang sama
diajukan ke Pengadilan Agama Wates, hingga bulan november 2013. Pengadilan
Agama Bantul mencatat ada 147 kasus dispensasi nikah pada tahun 2011, 151
kasus dispensasi pada tahun 2012, dan 151 pada tahun 2013.°

Dispensasi nikah karena hamil Tidak hanya terjadi di wilayah D.l.Y, akan
tetapi juga di kota-kota lain. Kabupaten Sukoharjo mencatat 20 kasus pengajuan
permohononan dispensasi nikah di Pengadilan Agama hingga April 2013.%°
Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, mencatat 38 perempuan di bawah umur
yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, pada Januari-Juli 2013. Fakta di
masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar pihak yang mengajukan/ diajukan
oleh orang tua untuk memohon dispensasi nikah, masih berstatus pelajar tingkat
SMA bahkan ada juga yang masih berstatus pelajar SMP. Alasan pengajuan
dispensasi nikah karena para pelajar melakukan perbuatan terlarang hingga
berujung pada kehamilan.*

Fenomena hamil di luar nikah untuk saat ini tidak dipungkiri diakibatkan
karena pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin
terbuka. Remaja-remaja menganggap penting sebuah pacaran, bahkan tidak hanya

untuk mengenal pribadi pasangannya. Para remaja cenderung menjadikan masa

® Abdul Hamied Razak, “Remaja Jangan Hamil dulu Nanti Menyesal kemudian”, dalam
www.harianjogja.com, diakses tanggal 26 Desember 2014.

0 Kusumaningtyas, “Stop Perkawinan Remaja”, dalam www.id.berita.yahoo. com,
diakses tanggal 24 Desember 2014.

1 Rohman. S, “Hamil Lebih Dulu Puluhan Pelajar Minta Dispensasi Nikah”, dalam
www. berita2.com, diakses tanggal 26 Desember.


http://www.harianjogja.com/

pacaran sebagai uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Hal ini terlihat dari
maraknya remaja yang selalu gonta-ganti pasangan, dan masa pacaran yang
cenderung tidak lama. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang
menimbulkan kehamilan sebelum nikah, aborsi, bahkan pembuangan bayi yang
baru lahir karena malu terhadap masyarakat sekitar.®> Pemerintah memberikan
solusi berupa dispensasi nikah dalam kasus di atas, agar tidak terjadi hal-hal yang
justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas.

Pada kenyatannya, aturan dispensasi nikah tidak disetujui oleh semua
kelompok masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat yang menentang
beranggapan bahwa dispensasi nikah merupakan bukti bahwa pernikahan anak
diamini bahkan difasilitasi oleh negara.® Konseler Rifka Annisa Budi Wulandari
mengatakan, bahwa dorongan pernikahan dini tidak hanya dari pihak orangtua
akan tetapi juga dari lingkungan, bahkan institusi pemerintah yang memuluskan
pernikahan dini dengan adanya dispensasi nikah.'*

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus dispensasi nikah karena hamil
kepada Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama sebagai pemegang otoritas
dalam pemutus perkara harus berijtihad seadil mungkin untuk memutuskan kasus

dispensasi nikah karena hamil. Keadilan tersebut setidaknya dirasakan oleh semua

12 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali
Press, 2010), him. 21-22.

3 Kusumaningtyas, AD, “Maraknya kehamilan Remaja: salah siapa?”, Jurnal Swara
Rahima, Volume 43, Nomor 43, Th. VIII. November 2013.

' Ujang Hasanuddin, “Pernikahan dini, Bagaimana Upaya Mencegahnya?”, dipos tanggal
25 Desember 2014, dalam jogja.solopos.com, diakses tanggal 6 April 2015.



pihak, sehingga dispensasi nikah benar-benar memberi kemashlahatan bagi semua
pihak, bukan salah satu pihak saja.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Hakim Pengadilan Agama se-
D.l.Yogyakarta, dikarenakan data pengajuan dispensasi nikah karena hamil di
Pengadilan Agama PA se-DIYogyakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Fenomena ini membuat para Hakim dan masyarakat sekitar menjadi resah.
Ditambah pula, sebagian masyarakat memandang adanya dispensasi nikah justru
meresahkan masa depan Bangsa, karena dengan semakin banyaknya kasus
dispensasi nikah yang dikabulkan, akan semakin banyak pula pernikahan dini di
masyarakat. Oleh karena itu, dirasa penting oleh penulis untuk menelusuri
kembali sikap para Hakim menangani kasus dispensasi nikah yang dikaitkan
dengan perlindungan terhadap anak serta ide-ide para Hakim se-D.l.Y untuk

menanggulangi tingginya dispensasi nikah karena hamil.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dan agar
pembahasan dalam penelitian tesis lebih terarah dan sistematis, maka penulis
merumuskan masalah, sebagai berikut:
1. Bagaimana sikap para Hakim Pengadilan Agama se-D.l.Yogyakarta Terkait
Dispensasi Nikah Dengan Mempertimbangkan Prinsip Perlindungan terhadap

Anak?



2. Bagaimana Ide-lde Yang Ditawarkan Para Hakim Pengadilan Agama se-
D.l.Yogyakarta untuk menanggulangi tingginya dispensi nikah karena hamil
dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan?

Tabel 1: Rumusan Masalah

1. Bagaimana sikap para 2. Bagaimana Ide-lde Yang

Hakim PA se-D.L.Y Terkait | Ditawarkan Para Hakim PA se-
Dispensasi Nikah Dengan D.l.Yogyakarta untuk

RI\;IJ;Z;IIS:; Mempertimbangkan Prinsip | menanggulangi tingginya
Perlindungan terhadap dispensi nikah karena hamil
Anak? dengan mempertimbangkan
fakta-fakta persidangan?
Sikap para Hakim PA se- Ide-ide dari para Hakim PA Se-
Data yang D.1.Y mengenai dispensasi | D.L.Y terkait tingginya dispensi
- nikah Dengan nikah karena hamil dengan
dibutuhkan

Mempertimbangkan Prinsip | mempertimbangkan fakta-fakta

Perlindungan terhadap Anak | yang ada di persidangan

Sumber data Data disper]sasi nikah dan Hakim-ha}kim PAse-D.LY
Hakim-hakim PA se- D.I.Y | Karya tulis dalam segala bentuk

Tekhnik Wawancara terpimpin dan Wawancara terpimpin dan

Peng. Data | Dokumentasi Dokumentasi
Teknik Analisis Induktif Analisis Induktif
Analisis Data

K K Teori klasifikasi adonis as- | Ayat-ayat al-Qur’an / Hadits,
erangka | sapit (yang tetap) dan al- serta aturan hukum positif di

Teql mutahawwil (yang berubah) | Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran serta menjelaskan pemikiran, pemahaman dan
respon para Hakim se-D.l.Yogyakarta terkait dispensasi nikah dengan
mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap anak.

2. Untuk memberikan gambaran serta menjelaskan Ide-lde Yang Ditawarkan Para

Hakim Pengadilan Agama se-D.l.Yogyakarta untuk menanggulangi tingginya




dispensi nikah karena hamil dengan mempertimbangkan fakta-fakta
persidangan kasus dispensasi nikah karena hamil.
Adapun kegunaan dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu
pengetahuan terutama dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang
dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Kegunaan praktis, yaitu untuk memberikan pemahaman terkait kasus
dispensasi nikah karena hamil, serta menjelaskan ide-ide dari para Hakim
untuk menekan tingginya dispensasi nikah karena hamil, karena Hakim adalah

merupakan penegak hukum.

D. Telaah Pustaka

Kajian awal dalam rangka melakukan penelitian sangat diperlukan. Kajian
awal tersebut berupa penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang telah
dilakukan sebelum-sebelumnya. Karya-karya ilmiah dapat berupa tesis, disertasi,
artikel, dan lain sebagainya. Penelusuran karya ilmiah bertujuan untuk
mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Husein Muhammad, yang berjudul
“Kehamilan Remaja”."> Dalam penelitiannya tersebut, peneliti merumuskan
rumusan masalah sebagai berikut: pertama, siapakah yang dimaksud remaja?,
kedua, apa yang dimaksud dengan kehamilan dalam perspektif al-Qur’an? dan

ketiga bagaimana antisipasi dan mengatasi kehamilan pada remaja? Peneliti

® Husein Muhammad, “Kehamilan Remaja”, Volume 43, Nomor 43, Th. VIIL
November 2013.



menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian tersebut. Dari penelitian
tersebut dapat disimpulkan: pertama, remaja dalam konteks sosial adalah
manakala dia telah cakap dalam bertindak, matang dalam berpikir dan memiliki
rasa tanggungjawab. Para ulama sepakat mendefinisikan dewasa sebagai
seseorang, laki-laki atau perempuan yang sudah menstruasi bagi perempuan dan
mimpi basah bagi laki-laki. Mercka menyebutnya “baligh” atau akil baligh.
Kedua, Kehamilan dalam al-Quran dinyatakan sebagai proses reproduksi yang
sangat berat yang memperlihatkan kondisi fisik dan mental yang sangat lemah,
payah dan menderitakan perempuan yang hamil, terlepas dari latar belakang atau
penyebab dari kehamilan tersebut. Ketiga, Cara antisipasi dan mengatas
kehamilan remaja adalah dengan tidak melakukan seks sebelum usia 18 tahun dan
pendekatan psikologis dan rasional terhadap remaja yang hamil di luar
perkawinan.

Karya selanjutnya ditulis oleh Bagya Agung Prabowo dalam artikel yang
berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini
Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”.*® Ada dua rumusan
masalah yang dibahas dalam penelitian Bagya, yakni: pertama, bagaimanakah
penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi
perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada PA Bantul? Dan kedua,
bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan dini
akibat hamil di luar nikah pada PA Bantul?. Bagya memilih menggunakan

pendekatan Yuridis—Normatif dalam penelitian yang berjenis field Research

® Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi
Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal Hukum 1US
QUIA,Volume 20, Nomor 2, Edisi 20 April 2013.
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tersebut. Dari penelitiannya disimpulkan: pertama, ada dua pertimbangan Hakim:
yakni pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat.
Pertimbangan hukum berarti harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti
hukum yang diajukan. Pertimbangan keadilan masyarakat berarti perkawinan
dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan
terjadi. Pertimbangan yang lain agar yang akan menikahi adalah ayah biologis
anak yang dikandung. Kesimpulan kedua, implikasinya adalah menurut para
imam madzhab dibagi menjadi dua kelompok, yakni: Ulama yang membolehkan
wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dan Ulama yang
berpendapat jika menikahi wanita yang hamil, maka sama halnya dengan zina dan
harus mensucikan dirinya terlebih dahulu dalam waktu yang sama seperti iddah.
Karya dalam bentuk artikel selanjutnya adalah tulisan AD
Kusumaningtyas, yang berjudul “Maraknya kehamilan Remaja: salah siapa?”.!’
Artikel ini berawal dari menelaah pengalaman nyata seseorang yang telah hamil di
luar nikah. Rumusan masalah pada karya tulis ini adalah: Bagaimana fenomena
kehamilan remaja saat ini? Apa faktor penyebab dan dampak kehamilan remaja?
Bagaimana solusi serta pandangan Islam dalam menyikapi persoalan kehamilan
remaja?. Dari rumusan masalah di atas dapat diperoleh kesimpulan, pertama:
Fenomena kehamilan remaja saat ini bukanlah sesuatu yang tabu lagi bahkan
diamini dan difasilitasi oleh pemerintah dengan adanya dispensasi nikah bagi
pihak yang belum memenuhi batasan usia yang seharusnya. Kedua: Faktor

penyebab kehamilan remaja: gaya hidup, kurang informasi tentang kesehatan

Y AD Kusumaningtyas, “Maraknya kehamilan Remaja: salah siapa?”, Jurnal Swara
Rahima, Volume 43, Nomor 43, Th. VIII. November 2013.
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reproduksi, kondisi sosial budaya, rendahnya keadaan ekonomi, dan
meningkatnya fundamentalisme agama. Dampak kehamilan remaja: mengganggu
kehidupan dan kesehatan remaja, mendapatkan penolakan dari keluarga dan
masyarakat, dan tersendatnya kelangsungan pendidikan. Ketiga, solusi dari
problem remaja di atas adalah pendidikan tentang hak-hak reproduksi, kesehatan
dan seksualitas, menaikkan batas usia minimum perkawinan, memberikan
penguatan psikososial kepada korban, dan memberikan penguatan kepada
pasangan pengantin remaja. Pada kenyataannya, para tokoh agama klasik
mayoritas memperbolehkan adanya pernikahan ketika pihak perempuan hamil,
jika dengan orang yang menghamilinya.

Karya selanjutnya adalah karya Dosen Hukum Perdata Islam pada
Fakultas Syari ah IAIN Walisongo, Dr. Ali Imron. Hs., M.Ag. Ali memberi judul
penelitiannya tersebut “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”.
Ali hanya memberikan satu rumusan masalah dalam tulisannya tersebut, yakni
bagaimanakah aturan dispensasi perkawinan yang tertuang dalam regulasi
perkawinan yang berlaku di Indonesia perspektif perlindungan anak?. Penelitian
dengan pendekatan Yuridis-Normatifnya menyimpulkan bahwa dispensasi
perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan keluarga.
Bahkan kemaslahatan anak tersebut harus lebih diutamakan di atas kepentingan

orang tua dan keluarga besarnya. Harus ada jaminan dari para pihak terkait
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bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak dapat dipenuhi secara optimal ketika
terpaksa anak tersebut akan melangsungkan perkawinan.*®

Karya tulis selanjutnya adalah milik Maya Yunita Sari Hidayat. Maya
menulis penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan
Dispensasi Kawin”.!* Rumusan masalah yang dianalis oleh Maya adalah Pertama,
mengapa terjadi ketidaksesuaian Hukum dengan putusan Hakim dalam
Permohonan Dispensasi Kawin? Kedua, bagaimana penyelesaian hukum atas
permohonan Dispensasi Kawin? Dari penelitian normatif yuridisnya ditarik
kesimpulan: pertama, majelis Hakim hanya mempedomani Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis
Hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang tercantum dalam Konvensi
Internasional Hak Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak. Kedua, penyelesaian jenis perkara Dispensasi Kawin
dikategorikan jenis perkara volentair atau permohonan. Dalam kaidah hukum
acara jenis perkara ini, tidak memasukkan pihak lain sebagai pihak,
mengesampingkan beberapa asas persidangan seperti yang dipergunakan dalam
jenis perkara contensius (mengandung sengketa) dan putusannya bersifat

deklanatoir.

'8 Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, Jurnal llmiah llmu
Hukum QISTY, Volume 5, Nomor 1, Edisi Januari 2011.

® Maya Yunita Sari Hidayat, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi
Kawin”, Jurnal llmu Hukum MIZAN, Volume 1, Nomor 1, Edisi Juni 2012.
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Karya tulis terakhir merupakan karya tulis berupa tesis oleh Khaidarulloh.
Tesis tersebut berjudul “Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap
perkembangan diskursus dan legislasi usia perkawinan di Indonesia”.?® Khaidar
dalam tesisnya mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: pertama,
bagaimana perkembangan diskursus dan sejarah legislasi usia perkawinan dalam
konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua, bagaimana
perdebatan dan polemik dalam diskursus usia perkawinan di Indonesia? Ketiga,
apa saja aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamika pengaturan usia
perkawinan di Indonesia? Karya tersebut bersifat library Research dengan
menggunakan pendekatan Normatif-sosiologis-historis (Teori adaptabilitas). Dari
teori tersebut, dapat disimpulkan: pertama, keberhasilan pengaturan usia
perkawinan bukan hanya keberhasilan pemerintah, tetapi juga menandai
terjadinya perdebatan panjang tentang metodologi hukum antara tradisi Islam dan
negara dalam konteks pelembagaan hukum Islam Indonesia. Kedua, perdebatan
dimulai sejak rancangan UU Perkawinan (1973), penetapan UU Perkawinan
(1974) hingga Kompilasi Hukum Islam (1991) dengan latar belakang masing-
masing. Misalnya, pemerintah yang mengintervensi hukum keluarga yang bersifat
fleksibel (usia perkawinan) dan mengakomodir kepentingan umat Islam dengan
cara unifikasi hukum. Ketiga, aspek-aspek yang terjadi di balik pengaturan usia
perkawinan adalah praktik pernikahan di bawah umur yang masih marak dan

dispenasasi nikah yang cenderung permisif.

% Khaidarulllah, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap perkembangan
diskursus dan legislasi usia perkawinan di Indonesia”, tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2014).
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Dari beberapa karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian
yang dilakukan oleh Ali Imron, Bagya Agung Prabowo dan Maya Yunita Sari
Hidayat lebih khusus kepada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim
ketika menghadapi kasus dispensasi nikah. Perbedaan dari ketiga peneliti tersebut
adalah Maya Yunita Sari Hidayat lebih umum dari pada penelitian Bagya Agung
Prabowo yang hanya dalam lingkup PA Bantul, sedangkan Ali Imron menelitinya
dari sisi perlindungna anak. Husein Muhammad, dan Kusumaningtyas cenderung
fokus pada solusi dari kehamilan remaja. Perbedaannya, Kusumaningtyas
menggunakan pertimbangan sosial, sedangkan Husein lebih kepada pertimbangan
yang didasarkan pada al-Qur’am. Yang terakhir tulisan Khaidarulloh, bahwa dia
cenderung lebih fokus kepada sejarah legislasi usia perkawinan di Indonesia, serta
meneliti perdebatan-perdebatan dan diskursus yang ada dalam pengaturan batas
usia nikah.

Penelitian penulis sendiri, fokus meneliti tentang dispensasi nikah karena
hamil, yang oleh sebagian masyarakat masih dipandang kurang memberi maslahat
bagi para pihak. Hal ini dirasa penting, karena tidak semua orang dapat melihat
dispensasi nikah bagi orang yang hamil sebagai sebuah solusi. Di samping itu,
kenyataan yang menunjukkan tingginya dispensasi nikah karena hamil, menuntut
penulis untuk mencari ide-ide yang lebih tepat terkait tingginya kasus dispensasi
nikah karena hamil. Penulis memilih ide-ide dari para Hakim khususnya, karena
para Hakim merupakan pihak yang secara langsung mengetahui dan memahami
duduk perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah karena hamil yang

diajukan ke Pengadilan Agama.
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Tabel 2: Telaah Pustaka

No | Penulis Husein Muhammad (2013)
Judul Kehamilan Remaja
Rumusan  [1. siapakah yang dimaksud remaja?
Masalah 2. Apa yang dimaksud dengan kehamilan dalam perspektif al-
Qur’an?
3. Bagaimana antisipasi dan mengatasi kehamilan pada remaja?
Pendekatan | Pendekatan Normatif
J. Penelitian | Library Research
Hasil 1. Remaja dalam konteks sosial adalah manakala dia telah
Penelitian cakap dalam bertindak, matang dalam berpikir dan memiliki
rasa tanggungjawab. Para ulama sepakat mendefinisikan
1 dewasa sebagai seseorang, laki-laki atau perempuan yang
sudah menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi
laki-laki. Mereka menyebutnya “baligh” atau akil baligh.

2. Kehamilan dalam al-Quran dinyatakan sebagai proses
reproduksi yang sangat berat yang memperlihatkan kondisi
fisik dan mental yang sangat lemah, payah dan menderitakan
perempuan yang hamil, terlepas dari latar belakang atau
penyebab dari kehamilan tersebut.

3. Cara antisipasi dan mengatas kehamilan remaja adalah
dengan tidak melakukan seks sebelum usia 18 tahun dan
pendekatan psikologis dan rasional terhadap remaja yang
hamil di luar perkawinan.

Penulis Dwi Tunggal Sari dan Ali Imron (2013)

Judul Kehamilan Remaja

Rumusan [1. Siapakah yang dimaksud remaja?

Masalah 2. Apa yang dimaksud dengan kehamilan dalam perspektif al-
Qur’an?

3. Bagaimana antisipasi dan mengatasi kehamilan pada

remaja?
Pendekatan | Pendekatan Normatif
J. Penelitian | Library Research
Hasil 1. Remaja dalam konteks sosial adalah manakala dia telah
2 | Penelitian cakap dalam bertindak, matang dalam berpikir dan memiliki

rasa tanggungjawab. Para ulama sepakat mendefinisikan
dewasa sebagai seseorang, laki-laki atau perempuan yang
sudah menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi
laki-laki. Mereka menyebutnya “baligh” atau akil baligh.

2. Dalam al-Quran, kehamilan dinyatakan sebagai proses
reproduksi yang sangat berat yang memperlihatkan kondisi
fisik dan mental yang sangat lemah, payah dan menderitakan
perempuan yang hamil, terlepas dari latar belakang atau
penyebab dari kehamilan tersebut.

3. Cara antisipasi dan mengatasinya adalah dengan tidak
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melakukan seks sebelum usia 18 tahun dan pendekatan
psikologis dan rasional terhadap remaja yang hamil di luar
perkawinan.

Penulis Bagya Agung Prabowo (2013)
Judul Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan  Dispensasi
Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan
Agama Bantul
Rumusan (1. Bagaimanakah penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan
Masalah hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat
hamil di luar nikah pada PA Bantul?

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi
perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada PA Bantul?

Pendekatan | Yuridis-normatif

J. Penelitian | Field research

Hasil 1. Ada dua pertimbangan hakim dalam hal ini, yakni

Penelitian pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan
masyarakat. Pertimbangan hukum berarti harus sesuai
dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan.
Pertimbangan keadilan masyarakat berarti perkawinan dinilai
sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial
yang akan terjadi. Pertimbangan yang lain agar yang akan
menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung.

2. Implikasinya adalah menurut para imam madzhab dibagi
menjadi dua kelompok, yakni: ulama yang membolehkan
wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya,
dan ulama yang berpendapat jika menikahi wanita yang
hamil, maka sama halnya dengan zina dan harus mensucikan
dirinya terlebih dahulu dalam waktu yang sama seperti
iddah.

Penulis AD Kusumaningtyas (2013)

Judul Maraknya Kehamilan Remaja: Salah Siapa?

Rumusan (1. Bagaimana fenomena kehamilan remaja saat ini?
Masalah 2. Apa faktor penyebab dan dampak kehamilan remaja?

3. Bagaimana solusi serta pandangan Islam dalam menyikapi

persoalan kehamilan remaja?
Pendekatan | Sosiologi
J. Penelitian | Field Research
Hasil 1. Fenomena kehamilan remaja saat ini bukanlah sesuatu yang
Penelitian tabu lagi bahkan diamini dan difasilitasi oleh pemerintah

dengan adanya dispensasi nikah bagi pihak yang belum
memenuhi batasan usia yang seharusnya.

2. Faktor penyebab kehamilan remaja: gaya hidup, kurang
informasi tentang kesehatan reproduksi, kondisi sosial
budaya, rendahnya keadaan ekonomi, dan meningkatnya
fundamentalisme agama. Dampak kehamilan remaja:

mengganggu kehidupan dan kesehatan remaja, mendapatkan
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penolakan dari keluarga dan masyarakat, dan tersendatnya
kelangsungan pendidikan.

3. Solusi dari problem remaja di atas adalah pendidikan tentang
hak-hak reproduksi, kesehatan dan seksualitas, menaikkan
batas usia minimum perkawinan, memberikan penguatan
psikososial kepada korban, dan memberikan penguatan
kepada pasangan pengantin remaja. Pada kenyataannya, para
tokoh agama klasik mayoritas memperbolehkan adanya
pernikahan ketika pihak perempuan hamil, jika dengan orang
yang menghamilinya.

Penulis Ali Imron (2011)

Judul Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak

Rumusan Bagaimanakah aturan dispensasi perkawinan yang tertuang

Masalah dalam regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia
perspektif perlindungan anak?

Pendekatan | Yuridis-normatif

J. Penelitian | Library research

Hasil Dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan

Penelitian kemaslahatan anak dan keluarga. Bahkan kemaslahatan anak
tersebut harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua
dan keluarga besarnya. Harus ada jaminan dari para pihak
terkait bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak dapat
dipenuhi secara optimal ketika terpaksa anak tersebut akan
melangsungkan perkawinan.

Penulis Maya Yunita Sari Hidayat (2012)

Judul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Penetapan Dispensasi Kawin

Rumusan (1. Mengapa terjadi ketidaksesuaian Hukum dengan putusan

Masalah Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin?

2. Bagaimana penyelesaian hukum atas permohonan Dispensasi
Kawin?

Pendekatan | Yuridis-normatif

J. Penelitian | Field Research

Hasil 1. Majelis Hakim hanya mempedomi Undang-undang Nomor 1

Penelitian Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam. Majelis Hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang
tercantum dalam Konvensi Internasional Hak Anak, Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.

2. Penyelesaian jenis perkara Dispensasi Kawin dikategorikan
jenis perkara volentair atau permohonan. Dalam kaidah
hukum acara jenis perkara ini, tidak memasukkan pihak lain
sebagai pihak, mengesampingkan beberapa asas persidangan
seperti yang dipergunakan dalam jenis perkara contensius

(mengandung sengketa) dan putusannya bersifat deklanatoir.
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Penulis

Khaidarulloh (2014)

Judul

Modernisasi Hukum keluarga Islam: Studi terhadap

perkembangan diskursus dan legislasi usia perkawinan di

Indonesia

Rumusan 1.

Bagaimana perkembangan diskursus dan sejarah legislasi

Masalah usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga
Islam di Indonesia?
2. Bagaimana perdebatan dan polemik dalam diskursus usia
perkawinan di Indonesia?
3. Apa saja aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamika
pengaturan usia perkawinan di Indonesia?
Pendekatan | Normatif-sosiologis-historis (Teori adaptabilitas)
J. Penelitian | Library research
7 | Hasil 1. Bahwa keberhasilan pengaturan usia perkawinan bukan
Penelitian hanya keberhasilan pemerintah, tetapi juga menandai

terjadinya perdebatan panjang tentang metodologi hukum

antara tradisi Islam dan negara dalam konteks pelembagaan

hukum Islam Indonesia.
. Perdebatan dimulai sejak rancangan UU Perkawinan (1973),
penetapan UU Perkawinan (1974) hingga Kompilasi Hukum
Islam (1991) dengan latar belakang masing-masing.
Misalnya, pemerintah yang mengintervensi hukum keluarga
yang bersifat fleksibel (usia perkawinan) dan mengakomodir
kepentingan umat Islam dengan cara unifikasi hukum.
Aspek-aspek yang terjadi di balik pengaturan usia
perkawinan adalah praktik pernikahan di bawah umur yang
masih marak dan dispenasasi nikah yang cenderung permisif.

E. Kerangka Teoritik

Aturan batas usia perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang

Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan

memaparkan, bahwa laki-laki dapat melakukan perkawinan apabila mencapai usia

19 tahun, dan 16

21

tahun bagi perempuan.” Aturan batas usia perkawinan

dipertegas kembali oleh aturan yang tertera dalam KHI. Kompilasi Hukum Islam

baru akan mengijinkan perkawinan apabila telah sesuai dengan aturan batas usia

2! Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).
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nikah di dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974.* Aturan di atas secara tegas
mengatur bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan oleh pihak laki-laki atau
perempuan di bawah usia yang telah ditentukan oleh aturan-aturan di atas.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur
tentang dispensasi nikah, di samping aturan batas usia nikah.?* Adanya dispensasi
nikah digunakan untuk kasus-kasus tertentu karena alasan yang mendesak. Di sisi
lain, dispensasi nikah seakan-akan membuka peluang untuk keluar dari ketegasan
hukum tentang batas usia nikah. Dengan adanya aturan dispensasi nikah, maka
orang yang masih berada di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-
Undang Perkawinan tetap dapat melakukan perkawinan, dengan syarat meminta
surat dispensasi ke pengadilan Agama.?*

Hakim sebagai penegak hukum memiliki otoritas penuh untuk
memutuskan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dirasa
penting mengetahui pandangan-pandangan para Hakim terkait dispensasi nikah
yang ada di dalam Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan karena alasan hamil
yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana

diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan anak hadir untuk

22 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

% Dispensasi nikah merupakan sebuah upaya permohonan yang dilakukan oleh kedua
orang tua pihak laki-laki atau perempuan kepada pengadilan atau pejabat lain untuk menikahkan
anak mereka yang masih di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

# Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).
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mengantisipasi pernikahan dini, oleh karenanya Undang-Undang Perlindungan
anak menegaskan kepada orang tua untuk mencegah pernikahan anak-anak.?

Penulis memilih menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk
menganalisis penelitian ini. Penulis meminjam teori yang diajukan oleh Adonis
tentang klasifikasi watak yang dibagi menjadi dua, yakni watak imitatif (/zziba)
dan watak kreatif (ibda’). Lebih tepatnya, kedua katagori watak di atas ditandai
dengan istilah as-sabit (yang tetap-statis) dan a/-mutahawwil (yang berubah-
dinamis). %

Menurut Adonis, as-sabit (yang tetap-statis) dalam budaya Arab-Islam
diartikan sebagai sebuah pemikiran yang berdasarkan teks, baik dalam memahami
dan mengevaluasi. " Berbeda dengan a/-mutahawwil, maka al-mutahawwil
diartikan sebagai sebuah pemikiran yang berdasarkan teks, akan tetapi telah
melalui interpretasi yang membuat teks dapat beradaptasi dengan realitas dan
perubahan. A/l-mutahawwil juga diartikan sebagai sebuah pemikiran yang
melihat teks yang tidak mengandung otoritas, dan pada dasarnya pemikiran

tersebut didasarkan pada akal, bukan semata-mata naq| (tradisi atau wahyu). %

% Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) poin
(©).

% Adonis adalah tokoh yang memiliki nama asli Ali Ahmad Said. Nama Adonis diberikan
oleh Anton Sa’adah, pendiri dan ketua Partai Nasionalis Syria di tahun 1940-an. Teori tentang
klasifikasi di atas merupakan penelitian disertasi beliau yang diajukan pada program Sastra Timur
di St. Yosef University Beirut, untuk memperoleh gelar doktor dalam sastra Arab. Lihat Adonis,
Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam, terj. Khoiron Nahdiyyin (Yogyakarta: LKiS Pelangi
Aksara, 2007), Vol I, him, xvi.

27 Adonis, Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam, terj. Khoiron Nahdiyyin,
(Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007), Vol. 1, him. ix.

% lbid., him. ix.
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Penulis menganalisis pendapat-pendapat Hakim Pengadilan Agama se-
D.I1.Y mengenai dispensasi nikah berdasarkan teori klasifikasi watak oleh Adonis
yang telah dijelaskan di atas. Sebagaimana diketahui, bahwa batas usia nikah telah
dipaparkan secara jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang
Perlindungan Anak juga memaparkan usia menikah, meskipun tidak secara jelas.
Oleh karena itu, pandangan Hakim sangat dibutuhkan untuk memperjelas
dispensasi nikah yang sering dipandang kurang memberi manfaat oleh sebagian
masyarakat dan justru lebih menciptakan kemudharatan dari pada kemaslahatan.

Pada rumusan masalah kedua, penulis menggunakan tolak ukur agama
yang berupa al-Qur’an dan hadits, serta aturan yang berupa hukum positif. Hal ini
dimaksudkan, untuk menganalisis sejauh mana ide-ide yang ditawarkan oleh para
Hakim se-D.l.Yogyakarta terkait penanggulangan tingginya dispensasi hikah
karena hamil sesuai dengan al-Qur’an dan hadits, serta aturan yang berupa hukum
positif.

Pada penelitian ini, ide-ide untuk menekan tingginya dispensasi nikah dari
para Hakim dipandang penting karena Hakim meniliti kasus dispensasi nikah
secara detail di dalam persidangan. Proses Persidangan dispensasi nikah tersebut
setidaknya dapat memberikan gambaran kepada Hakim untuk mencegah
peningkatan angka dispensasi nikah karena hamil di masyarakat. Demikianlah
kerangka teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pada

penelitian ini terkait dispensasi nikah.

F. Metode Penelitian
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Pada penelitian ini, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menampilkan, menjelaskan
serta menganalisis objek pembahasan, penulis akan menempuh metode sebagai
berikut:

1. Jenis dan Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).” Data
akan diperoleh dari hasil wawancara mendalam (indepth interview) terhadap
sejumlah informan yang berkaitan yakni Hakim-Hakim Pengadilan Agama se-
D.L.Y terkait dispensasi nikah karena hamil.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan
untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa
sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual.*® Deskriptif pada penelitian
ini adalah memaparkan sikap-sikap dan ide-ide para hakim terkait dispensasi
nikah karena hamil di Pengadilan Agama se-D.l.Yogyakarta. Analatik adalah
jalan untuk melakukan analisa terhadap fenomana yang penulis teliti.
3. Lokasi Penelitian
Penulis memilih Pengadilan Agama se-D.l.Y dalam penelitian ini. Hal
ini dikarenakan data pengajuan dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan

Agama seluruh D.L.Y dari tahun ke tahun semakin meningkat. D.l.Yogyakarta

# Ppenelitian lapangan adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan
pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Lexy J. Moleong,
Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), him. 26.

% Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, ed ke-7,
(Bandung: Tarsito, 1994), him. 139.
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memiliki lima Pengadilan Agama, yakni PA Kota Yogyakarta, PA Bantul, PA
Sleman, PA Wates, dan PA Wonosari. Penulis mengambil satu sampai dua
Hakim dari tiap PA. Jadi, penulis meneliti kurang lebih 5-10 Hakim PA se-DIY
terkait dispensasi nikah serta ide-ide para hakim menanggulangi tingginya
dispensasi nikah karena hamil.

Penulis menggunakan metode sampling® untuk menetapkan informan
dalam penelitian ini. Sampling pada penelitian kualitatif ini tidak bergantung
pada kuantitas, akan tetapi lebih kepada kualitas orang yang akan diteliti. Lebih
tepatnya, penulis menggunakan teknik pursosive sampling (sampel
bertujuan)®. Pursosive sampling berguna untuk mendapatkan informasi atau
responden yang tepat yang menguasai permasalahan yang menjadi obyek
penelitian sampel yang diambil , yakni: merupakan Hakim Pengadilan Agama
di daerah D.l.Yogyakarta dan Hakim yang sering memutuskan perkara
dispensasi nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian

ini terdiri dari dua macam: pertama, wawancara.** Adapun jenis wawancara

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin

31 Adalah unit analisis dari mana sampel diambil atau berasal (metode pengambilan
sampel). Baca: Jonathan Sarjono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha
Iimu, 2006), him. 205

2 pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan, bila cara pengambilan sampel
dilakukan sedemikian rupa, sehingga keterwakilannya ditentukan oleh peneliti berdasarkan
pertimbangan orang-orang yang telah berpengalaman.

% Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak
yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Baca: Sutrisno Hadi,
Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980). him. 193.
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(quided interview), yakni wawancara yang dilakukan pewawancara dengan
membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud
dalam wawancara terstuktur.** Kedua, Dokumentasi.*> Yakni meliputi buku,
majalah, surat kabar, dokumentasi organisasi, bahkan jurnal yang membahas
mengenai dispensasi nikah.

Pengumpulan Data ini melalui data primer®® dan data sekunder®’. Data
primer penelitian ini adalah pandangan para Hakim tentang dispensasi nikah
karena hamil serta ide-ide untuk menekan tingginya dispensasi nikah karena
hamil. Data sekunder penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, KHI, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, buku-
buku, majalah, surat kabar, dokumentasi organisasi, bahkan jurnal.

5. Pendekatan Penelitian

Penulis memakai pendekatan normatif-yuridis dalam penelitian ini.

Pendekatan tersebut menggunakan tolak ukur agama yang berupa al-Qur’an

dan hadits, serta aturan yang berupa hukum positif. Penulis juga meminjam

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), him. 198.

% Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau
menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang
subyek. Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualtatif Untuk lImu-llmu Sosial (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010), .him. 143.

% Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Baca:
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, him. 30.

%" Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian, yang dapat dipergunakan dengan segera, dan tidak terbatas oleh waktu dan
tempat. Baca: Ibid., him. 30.
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teori klasifikasi watak Adonis yakni as-sabit (yang tetap) dan al-mutahawwil
(yang berubah) untuk menganalisis penelitian ini.
6. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan
lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan adalah dengan
metode induktif.®® Pada penelitian ini akan dilihat pendapat-pendapat para
hakim PA se-D.L.Y terkait dispensasi nikah karena hamil dengan melihat
pertimbangan-pertimbangan yang terjadi pada masa yang semakin modern ini.
Tidak hanya pendapat Hakim semata, akan tetapi penulis juga akan meneliti
ide-ide untuk menekan tingginya dispensasi nikah karena hamil di masyarakat,

dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan.

G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, agar
memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik: Pertama, berisi
pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pada
Bab | ini, pembaca diharapkan dapat memperoleh gambaran umum tentang isi

tesis.

% Yakni metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus
atau suatu masalah yang tidak disebutkan secara rinci di dalam al-Qur’an maupun hadits. Baca:
Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: Ull Press, 2001),
him. 31.
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Kedua, menguraikan gambaran tentang hakikat pernikahan dan dispensasi
nikah. Bab ini meliputi: pembahasan tentang hakikat pernikahan dalam Islam,
kedewasaan subyek hukum, serta Dispensasi Nikah di Indonesia dalam Undang-
Undang Perkawinan. Pembaca diharapkan dapat mengetahui dan memahami
hakikat dari sebuah pernikahan dan adanya dispensasi nikah di Indonesia dari
pembahasan bab ini.

Ketiga, merupakan pembahasan yang diperoleh dari lapangan. Bab ini
meliputi: profil Pengadilan Agama, Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Se- D.l.Yogyakarta, serta Sikap Hakim
Pengadilan Agama se-D.l.Yogyakarta tentang Dispensasi Nikah yang dikaitkan
dengan prinsip perlindungan terhadap anak. Uraian-uraian pada bab Il ini
diharapkan dapat memberikan gambaran, pengetahuan dan pemahaman kepada
pembaca mengenai Praktek Dispensasi Nikah dan Sikap Para Hakim di
Pengadilan Agama se-D.l.Yogyakarta.

Keempat, menguraikan tentang Pemikiran dan dasar hukum Hakim
Pengadilan Agama se- D.1.Y terkait dispensasi nikah karena hamil. Pada bab ini,
penulis menjelaskan mengenai Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama se-D.l.Yogyakarta dalam Menangani Kasus Dispensasi Nikah karena
Hamil serta ide-ide yang Ditawarkan Hakim Pengadilan Agama se-
D.l.Yogyakarta untuk menekan Tingginya Dispensasi Nikah Karena Hamil. Pada
bab ini dapat diketahui pola pikir Hakim se-D.l.Yogyakarta dalam menghadapi

kasus dispensasi nikah karena hamil.
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Kelima, merupakan penutup dari pembahasan tesis. Pada bab ini, penulis
menguraikan kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran penulis untuk pihak
yang diteliti, pemerintah, serta kepada peneliti selanjutnya dipaparkan pula pada

penutup tesis.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, wawancara, dokumentasi dan analisis

yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Para Hakim se-D.l.Yogyakarta sepakat bahwa adanya aturan dispensasi
nikah, hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu seperti hamil
di luar nikah. Dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil tidak
bermaksud untuk menentang aturan usia nikah di dalam Undang-Undang
Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak atau bahkan melegalkan
pernikahan dini. Menurut para Hakim, Jika kedua belah pihak yang diajukan
dispensasi nikah tidak merasa didiskriminasi dan terampas haknya, maka
hal ini tidak termasuk melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dispensasi nikah karena hamil yang dikabulkan juga bertujuan untuk
melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang ada di dalam kandungan
serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang
mungkin saja terjadi seperti aborsi, gangguan psikologis bahkan bunuh diri.
2. lde-ide yang ditawarkan oleh para Hakim se-D.l.Yogyakarta untuk menekan
tingginya dispensasi nikah karena hamil melalui fakta persidangan ada
tujuh, yakni: Pertama, peran dan kontrol orang tua terhadap kehidupan
sehari-hari anak. Kedua, pemantapan keimanan anak sejak dini. Ketiga,

peranan  sekolah. Keempat, kepedulian lingkungan  sekitar.
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Kelima, penertiban media sosial dan tempat-tempat umum. Keenam,
peningkatan kepedulian aparat Pemerintah terhadap moral para remaja.
Ketujuh, peningkatan penyuluhan tentang sex bebas, pernikahan dini dan
resiko dari keduanya dengan beraneka ragam cara penyampaian. Menurut
Para Hakim, semua pihak-pihak di atas harus saling mendukung satu sama

lain, sehingga hasil yang diinginkan dapat terwujud dengan maksimal.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka

penulis dapat memberikan beberapa saran dan kontribusi sebagai berikut:

1. Para Hakim Pengadilan Agama, khususnya dalam menangani kasus
permohonan dispensasi nikah, sangat dianjurkan untuk lebih berhati-hati
dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan, bisa
saja terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan
dispensasi nikah agar Hakim tetap dapat menikahkan anak yang masih
tergolong usia dini.

2. Para orang tua, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pemerintah, bahkan
masyarakat pada umumnya, diharapkan untuk saling mendukung satu sama
lain dalam rangka membimbing, menjaga dan mengarahkan para penerus
Bangsa agar tidak terjerumus ke jalan yang merusak moral Bangsa.

3. Penegak hukum, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama,
diharapkan untuk tetap melaksanakan tugasnya secara jujur, karena

manipulasi untuk menaikkan usia para pihak yang belum cukup umur akan
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membuat masyarakat semakin menganggap remeh kasus pernikahan pada
usia dini.

. Untuk pihak Yudikatif, agar meninjau kembali aturan Undang-Undang
tentang batasan usia menikah bagi calon mempelai perempuan Khusunya,
karena usia 16 untuk perempuan masih belum cukup aman untuk
memfungsikan alat reproduksinya jika ditinjau dari segi kesehatan.

. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam
terkait keefektifan dari ide-ide yang ditawarkan oleh Hakim se-

D.l.Yogyakarta untuk mencegah tingginya dispensasi nikah karena hamil.



‘h\b

v{;—./.‘l i
QiJ
UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA
2015




DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur’an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CC J-ART,
2004.

Kasir, Ibnu mukhtasar tafsir ibnu kasir, alih bahasa Salim Bahreisy dan Said
Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir lbnu Katsir

Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur an,
Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Qurtubi,Imam al-, Tafsir al-Qurthubi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Kelompok Al-Hadis/limu Hadis

Ahmad As-sahar Nufuri, Khalil, Baz/u al-Majhud Fi Halli Abi Daud, Beirut:
Dar Al-Kitab al-‘IImiyyah, 2007.

Bukhari, Imam al-, Sahih al- Bukhari, Beirut: Dar Al-Kitab al-‘Ilmiyyah,
2006.

Bukhari, Imam al-, Sahih al- Bukhari, Kairo: Matba’ah al-Bahiyah al-
Misriyah, 1937.

Naysaburi, Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-, Sohih
Muslim, Beirut: Dar Al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 2008.

Tirmizi, Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah at-, A/~-Jami’ As-Sohih Wa
Huwa Sunan At-Tirmizi, Beirut: Dar Al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 2000.
Kelompok Figh/ Ushul al-figh

Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar grafika,
2006.

Anshori, Abdul Ghafur, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum
Positif, Yogyakarta: Ull Press, 2011.

Efendi, Satria, Ushul Figh, Jakarta: Kencana, 2005.

129



130

Hidayat, Maya Yunita Sari “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan
Dispensasi Kawin”, Jurnal Ilmu Hukum MIZAN, Volume 1, Nomor 1,
Edisi Juni 2012.

Imron, Ali “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, Jurnal
liImiah lImu Hukum QISTY, Volume 5, Nomor 1, Edisi Januari 2011.

Jazuli,H. A, Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana,
2006.

Juzairy, Abdurrhman Al-, al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Kairo:
Maktabah As-Saqafah ad-diniyyah, 2005.

Khaidarulllah, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap
perkembangan diskursus dan legislasi usia perkawinan di Indonesia”,
tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Khalaf, Abdul Wahab, llmu Ushulul Figh, (Mesir: Da’wah Islamiyah Syabab
al-Azhar, 1968), alih bahasa oleh Masdar Helmy, limu Ushul Figh,
Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Kusumaningtyas, AD, “Maraknya kehamilan Remaja: salah siapa?”, Jurnal
Swara Rahima, Volume 43, Nomor 43, Th. VIII. November 2013.

Lihyah, Nuruddin Abu, Halal Haram dalam Pernikahan, Yogyakarta: Multi
Publising, 2013.

Malibari, Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-, terjemah fathu al-Mu 'in, terj. Abul Hiyadh,
Surabaya, Al-Hidayah, 1993.

M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata buat Anak-Anakku ,
Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Muhammad, Husein, “Kehamilan Remaja”, Volume 43, Nomor 43, Th. VIII.
November 2013.

Muttagien, Dadan, Cakap Hukum Tentang Perkawinan dan Perjanjian,
Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.

Muttagien, Dadan, Cakap Hukum: bidang perkawinan dan penjanjian,
Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan 1, Yogyakrta: ACAdeMIA +
TAZZAFA, 2004.



131

, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan
Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam (‘Yogyakrta:
ACAdeMIA+ TAZZAFA, 20009.

, “Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari
Perspektif Syari’ah Islam”, Musawa, Vol. 1, No. 1, (Maret 2002).
Nuroniyah, Wasman & Wardah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
Perbandingan Figh dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras,2011.

Prabowo, Bagya Agung “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi
Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama
Bantul”, Jurnal Hukum 1US QUIA,Volume 20, Nomor 2, Edisi 20 April
2013.

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-
Undang No.l tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, ed-2 (Jakarta:
Bumi Aksara, 1999.

, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, Ind-Hill Co, 1985.

Rasyid, Sulaiman, Figh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.

Sahrani, Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,
Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Yusdani, Amir Mu’allim, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta:

UII Press, 2001.

Kelompok Perundang-undangan
Convention on the Rights of the Child.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.



VI.

132

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kelompok Website

“Pengadilan Agama Wonosari”, dalam www.pa-wonosari.net, diakses tanggal
24 Februari 2015.

“Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Bantul”, dalam www.pa-bantul.go.id,
diakses tanggal 24 Februari 2015.

“Profil Pengadilan Agama Wates”, dalam www.pa-wates.net, diakses tanggal
24 Februari 2015.

“Profil Pengadilan Agama Yogyakarta”, dalam www.pa-yogyakarta.net,
diakses tanggal 24 Februari 2015.

“Sejarah Pengadilan Agama Sleman”, dalam www.pa-slemankab.go.id, diakses
tanggal 24 Februari 2015.

Hasanuddin, Ujang, “Pernikahan dini, Bagaimana Upaya Mencegahnya?”,
dipos tanggal 25 Desember 2014, dalam jogja.solopos.com, diakses
tanggal 6 April 2015.

Kusumaningtyas,“Stop Perkawinan Remaja”, dalam www.id.berita.yahoo.com,
diakses tanggal 24 Desember 2014.

Razak, Abdul Hamied, “Remaja Jangan Hamil dulu Nanti Menyesal
kemudian”, dalam www.harianjogja.com, diakses tanggal 26 Desember
2014.

Revina, “Usia Ideal Wanita Untuk Hamil Dan Melahirkan”, dalam
www.bidanku.com, diakses tanggal 5 November 2014.

Rohman. S, “Hamil Lebih Dulu Puluhan Pelajar Minta Dispensasi Nikah”,
dalam www.berita2.com, diakses tanggal 26 Desember 2014.

Kelompok Lain-lain

Adonis, Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam, terj. Khoiron Nahdiyyin,
Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2007.

Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
2007.


http://www.pa-wonosari.net/
http://www.pa-bantul.go.id/
http://www.pa-wates.net/
http://www.pa-slemankab.go.id/
http://www.harianjogja.com/
http://bidanku.com/

133

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka
Cipta, 1991.

Barry, Pius A Partanto dan M Dahlan Al-, Kamus limiah Populer, Surabaya:
Arkola, 1994.

Depdikbud Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
2005.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980.

Herdiansyah, Haris, Metode Penelitian Kualtatif Untuk Ilmu-llmu Sosial,
Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Mandailing, M Taufik, Good Married raih asa gapai bahagia, Yogyakarta:
Idea Press, 2013.

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2010.

Sarjono, Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta:
Graha llmu, 2006.

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian limiah: Dasar, Metode dan Teknik, ed ke-
7, Bandung: Tarsito, 1994.



	HALAMAN JUDUL

	PERNYATAAN KEASLIAN

	PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

	PENGESAHAN

	PERSETUJUAN

	NOTA DINAS 

	ABSTRAK
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRANLAMPIRAN



